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PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Sugianti binti Turiman, NIK 1205075002870005, tempat dan tanggal lahir Desa Mangga, 10 Februari 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun II, Desa Mangga, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sebagai PenggugatWawan Setiawan bin Legiren, NIK 1275041612740002, tempat dan tanggal lahir Binjai, 16 Desember 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pasar II Tali Air, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Hp : 0823 8522 7343, sebagai Tergugat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Stabat  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  dalam  tingkat  pertama,  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxx, Kota Binjai, Hp : 0823 8522 7343, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26

Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  1879/Pdt.G/2021/PA.Stb,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan  pernikahan  secara  agama  Islam  di  Dusun  II,  Desa

Mangga,  Kecamatan  Stabat,  Kabupaten  Langkat  dan  telah  dicatat  oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah pada Kantor  Urusan Agama Kecamatan xxxxx,

Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/39/II/2015, tertanggal 16 Agustus 2016;  

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah janda

dan jejaka;  

3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat belum dikaruniai

anak;  

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas kurang

Halalam. 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lebih selama 5 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di

rumah milik bersama di alamat Tergugat tersebut di atas;  

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun

dan harmonis,  namun sejak tahun 2018 hingga saat  ini  keadaan rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  rukun  dan  harmonis  lagi  yang

disebabkan karena : 

a.  Tergugat memiliki ego yang tinggi, sehingga Tergugat selalu ingin

menang  sendiri  karena  kemauannya  saja  yang  harus  didengar  dan

dituruti;  

b.   Tergugat  suka  mengkonsumsi  narkoba  jenis  sabu,  sebab

Penggugat  sering  menemui  Tergugat  sedang  menggunakannya

didalam kamar ketika masih bersama dengan orang tua Penggugat;  

c.  Tergugat  menjadi  ringan  tangan  (suka  memukul)

Penggugat;  

6. Bahwa karena hal-hal  tersebut  mengakibatkan antara  Penggugat  dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk

hidup rukun lagi;     

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah

didamaikan  oleh  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat,  namun  tidak

berhasil;  

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

pada  tanggal  24  Mei  2021  dimana  saat  itu  terjadi  pertengkaran  hebat

diantara  Penggugat  dan  Tergugat  karena  Tergugat  berencana  akan

mengadakan  pesta  sabu  bersama  teman-temannya  di  rumah,  yang

mengakibatkan terjadinya pengusiran terhadap Penggugat, dan sekarang

Penggugat  tinggal  dengan  orang  tua  Penggugat  di  alamat  Penggugat

tersebut  di  atas,  hingga  saat  ini  lebih  kurang  5  bulan  lamanya  antara

Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi;  

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka

Penggugat  sudah  tidak  nyaman dan tidak  memiliki  harapan  akan dapat
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hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang

bahagia dimasa yang akan datang;  

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Stabat  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (xxxxxx)  terhadap

Penggugat (xxxxx);  

3. Menetapkan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang

berlaku;  

 SUBSIDAIR

    Dan  atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  untuk

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa  untuk  keperluan  pemeriksaan  perkara  ini,  Penggugat  dan

Tergugat  telah  dipanggil secara  resmi  dan  patut  serta  telah  diperintahkan

kepada Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat  telah hadir  sendiri  menghadap di  persidangan dan  Majelis  Hakim

berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  dengan  memberi  nasehat

dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat supaya dapat hidup rukun

kembali, tetapi perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan surat

gugatan Penggugat;

 Bahwa, oleh karena Penggugat  dan Tergugat  hadir  di  persidangan,

maka  Ketua  Majelis  menjelaskan  tentang  kewajiban,  manfaat  dan  prosedur

mediasi  kepada  Penggugat  dan  Tergugat,  setelah  memahami  penjelasan

tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat  menandatangani  pernyataan  tentang

penjelasan  mediasi,  kemudian  atas  kesepakatan  Penggugat  dan  Tergugat,

Ketua Majelis menunjuk Evawaty S.Ag.,MH. sebagai mediator;

Bahwa, Penggugat  dan  Tergugat  telah  menempuh  prosedur  mediasi
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dengan  bantuan  mediator  bernama  Evawaty  S.Ag.,MH  namun  berdasarkan

laporan mediator kepada Ketua Majelis tanggal , mediasi yang telah ditempuh

oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai; 

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha

mendamaikan Penggugat  dan Tergugat agar kembali  rukun membina rumah

tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 11 Nopember 2021 tahap laporan

hasil mediasi Penggugat hadir menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat

tidak hadir padahal sudah diperintahkan untuk hadir oleh Majelis Hakim pada

saat sidang pertama, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kembali

jurusita  untuk  memanggil  Tergugat  agar  hadir  pada  sidang  tanggal  18

Nopember 2021;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui mediasi dan nasehat Majelis

Hakim  tidak  berhasil,  maka  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan

persidangan  yang  tertutup  untuk  umum diawali  dengan  dibacakannya  surat

gugatan Penggugat dengan  register perkara Nomor  xxxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

tertanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa,  pada  sidang  ketiga  tanggal  18  Nopember  2021  Penggugat

hadir dipersidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

pula diwakili kuasanya padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai

relaas panggilan tertanggal 12 Nopember 2021 tetapi tidak hadir, maka majelis

Hakim terus melanjutkan sidang pemeriksaan pokok perkara  sesuai  dengan

dalil gugatan Penggugat;  

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

- F

otokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor  102/39/II/2015, tertanggal 16

Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

xxxxx  Kabupaten  Langkat,  bermeterai  cukup  telah  dicap  pos

(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi

kode P.1;
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B.Saksi

Saksi 1,  xxxxxxx Kab. Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah

ibu  kandung  Penggugat  bersedia  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-  Bahwa,  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  ibu  kandung

Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai minantu;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri  yang

menikah secara syariat Islam pada tanggal 14 Februari 2015 di xxxxx,

Kabupaten Langkat; 

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

rumah milik bersama di  xxxxxx, Kota Binjai dialamat Tergugat;

- Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  belum dikaruniai

anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat

dengan  Tergugat  karena  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar

pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat adalah karena Tergugat suka konsumsi narkoba sejenis sabu

dan kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga serta pernah memukul

Penggugat; 

- Bahwa  bentuk  pertengkaran  yang  sering  terjadi  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  adalah  pertengkaran  mulut  dan  kekerasan  dalam

rumah tangga; 

- Bahwa sejak tanggal 24 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal

bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 5 bulan lamanya; 

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat

karena diusir oleh Tergugat; 

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah

berkomunikasi; 
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- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah

didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak

berhasil, karena Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi bersama

Tergugat karena Tergugat sudah tertangkap bersama perempuan lain; 

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat; 

- Bahwa sudah cukup; 

Saksi 2,  xxxxxxx Kab. Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah

abang  sepupu  Penggugat,  bersedia  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-  Bahwa,  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  abang  sepupu

Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar saksi;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri  yang

menikah secara syariat Islam pada tanggal 14 Februari 2015 di xxxxxx

Kabupaten Langkat; 

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

rumah milik bersama di  xxxxxxx, Kota Binjai dialamat Tergugat;

- Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  belum dikaruniai

anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat

dengan Tergugat karena saksi tahu dari cerita Penggugat; 

-  Bahwa, saksi tidak pernah tanyakan cerita Penggugat kepada Tergugat

karena Tergugat orangnya arogan dan emosional;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat adalah karena Tergugat suka konsumsi narkoba sejenis sabu

dan kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga serta pernah memukul

Penggugat; 
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- Bahwa  bentuk  pertengkaran  yang  sering  terjadi  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  adalah  pertengkaran  mulut  dan  kekerasan  dalam

rumah tangga; 

-  Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat sedang kosumsi narkoba dengan

teman dan saudara-saudaranya di Kampung tempat tinggal Tergugat;

- Bahwa sejak tanggal 24 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal

bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 5 bulan lamanya; 

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat

karena diusir oleh Tergugat; 

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah

berkomunikasi; 

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah

didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak

berhasil, karena Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi bersama

Tergugat karena Tergugat sudah tertangkap bersama perempuan lain; 

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat; 

- Bahwa sudah cukup; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya

dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, oleh karena  Tergugat tidak hadir dan mengajukan tanggapan

sehingga  Tergugat  juga  tidak  mengajukan  bukti-bukti  dalam  perkara  ini

meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa,  Penggugat telah  menyampaikan  kesimpulannya  secara  lisan

yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon

kepada  Majelis  Hakim  untuk  mengabulkan  gugatan Penggugat,  sedangkan

Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar kesimpulan Tergugat;

Bahwa,  untuk   mempersingkat   uraian   dalam  putusan  ini,  Majelis

Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, panggilan

kepada  Penggugat dan  Tergugat untuk  menghadap  ke  persidangan  telah

dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan

tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat dan Tergugat hadir secara in person menghadap di persidangan;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  sengketa  di  bidang

perkawinan, dan  Penggugat berdomisili  di wilayah hukum  Pengadilan Agama

Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73

ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang

untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

untuk berdamai,  baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

tersebut tidak berhasil,  dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  jo  Pasal  154  ayat  (1)  Rbg  dan  Pasal  2  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  tidak  berhasil,

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

sesuai  ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
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Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai adalah bahwa  antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama

5 bulan lamanya serta sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua

belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  pada  sidang  kedua  guna  laporan  mediasi

Penggugat  hadir  sedangkan  Tergugat  tidak  hadir  sampai  dengan  sidang

pembacaan  putusan,  Tergugat  juga  tidak  pernah  mengutuskan  wakil  atau

kuasanya padahal sudah dipanggil baik dalam sidang maupun melalui relaas

panggilan, menurut Majelis Hakim panggilan Tergugat sudah resmi dan patut

maka pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa dalam perkara ini  Penggugat  adalah pihak yang

mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283

R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut

diwajibkan  dan  diperintahkan  untuk  membuktikan  setiap  dalil-dalil  dalam

gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah

mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya

satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang berupa fotokopi Kutipan

Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata cocok sesuai dengan

aslinya  dan  telah  dibubuhi  meterai  cukup,  dan  bukti  surat  tersebut  tidak

dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai

bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868

KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk

itu harus dinyatakan terbukti  bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami

istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta

merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (legitima persona standi in

judicio),  maka Majelis  berpendapat  bukti  P sebagai  akta  otentik  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang, bahwa selain bukti surat (P), Penggugat juga mengajukan

bukti dua orang saksi yang pada pokoknya saksi-saksi Penggugat melihat dan

mendengar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat, dua orang saksi juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan lamanya dan tidak pernah

lagi  berkomunikasi  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  disebabkan  karena

masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan

rumah tangganya;

Menimbang,  bahwa  bukti  dua  orang  saksi  yang  diajukan  Penggugat

tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan

Pasal 175 R.Bg  jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat

materil  saksi  sesuai  ketentuan  Pasal  308 dan 309 R.Bg.,  dengan  demikian

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa Tergugat   tidak mengajukan bukti-bukti  apapun di

persidangan karena Tergugat tidak hadir pada sidang pembuktian, meskipun

kesempatan  untuk  itu  telah  diberikan  oleh  Majelis  Hakim  dengan  seluas-

luasnya  kepada  Penggugat   dan  Tergugat  ,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim

berpendapat Tergugat  tidak menggunakan hak pembuktiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan  bukti-

bukti  yang  diajukan  Penggugat   di  persidangan,  Majelis  Hakim  telah

menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

 Bahwa Penggugat   dan Tergugat   adalah suami  isteri,  menikah pada

tanggal  14  Februari  2015,  yang  dicatat  di  KUA  Kecamatan  xxxxxx

Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

 Bahwa  sejak  tahun  2018,  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat

memiliki  ego yang tinggi,  sehingga Tergugat selalu ingin menang sendiri

karena kemauannya saja yang harus didengar dan dituruti; 
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 Tergugat  suka  mengkonsumsi  narkoba  jenis  sabu,  sebab  Penggugat

sering menemui Tergugat sedang menggunakannya didalam kamar ketika

masih bersama dengan orang tua Penggugat; 

 Tergugat menjadi ringan tangan (suka memukul) Penggugat; 

 Bahwa karena hal-hal  tersebut  mengakibatkan antara  Penggugat  dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk

hidup rukun lagi;;

 Bahwa sejak tanggal 24 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal

bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 5 bulan lamanya;

 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah

didamaikan  oleh  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat,  namun  tidak

berhasil ;

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  mungkin  lagi  bersatu

membina rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

 Bahwa  Penggugat  memiliki  kedudukan  hukum  (legal  standing)  untuk

mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Stabat ;

 Bahwa  alasan  Penggugat  mengajukan  perkara  ini  telah  memenuhi

maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

 Bahwa  upaya  damai  oleh  Majelis  Hakim  maupun  melalui  prosedur

mediasi  sebagaimana  kehendak  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  sudah  dilaksanakan,  akan  tetapi  tidak

berhasil dan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan

kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut

Majelis Hakim menilai benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  patut  dinyatakan  bahwa

Halalam. 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  mengalami  keretakan,  akibat

perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi  pisah tempat  tinggal  selama 5

bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya

sudah  tidak  saling  mempedulikan  bahkan  Penggugat  telah  menyatakan

ketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang,  bahwa  suatu  ikatan  pernikahan  dimaksudkan  untuk

memberikan  ketenteraman  kepada  suami  dan  isteri,  namun  kondisi  rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan hanya

sudah tidak  mendatangkan ketenteraman,  bahkan justru  hanya memberikan

penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, oleh karena itu perceraian

menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

 Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah memenuhi  ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf

(f)  dan Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam, serta Pasal 105 huruf a

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum tersebut  juga  telah  sesuai  dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I  Nomor 534 K/Pdt/1996  tanggal  18  Juni

1996  yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: “Bahwa dalam hal

perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena

salah  satu  pihak telah  meninggalkan pihak yang lain,  tetapi  yang  perlu

dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat

dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka

perkawinan  itu  sendiri  sudah  pecah  maka  tidak  mungkin  dapat

dipersatukan  lagi,  meskipun  salah  satu  pihak  menginginkan  perkawinan

supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang

menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik

agar perkawinan itu tetap pecah”

2. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor

237.K/AG/1998,  tanggal  17  Maret  1999,  memberikan  kaidah  hukum

“sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi
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hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta

untuk mengabulkan gugatan Penggugat”; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  berkesimpulan  kualitas  pertengkaran

Penggugat  dan  Tergugat  telah  sampai  pada  pertengkaran  dan  perselisihan

yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

suami istri antara mereka berdua”;

           Menimbang, bahwa Majelis  juga perlu menambahkan kaidah hukum

sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang berbunyi

sebagai berikut:

لح                                 المصا جلب على مقدم المفاسد  درء

Artinya  :“Menghindari  mafsadat  lebih  diutamakan  dari  pada  mengambil
maslahat”;

    Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan

ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih

menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

طلقة           القاضى عليه فطلق زوجها على الزوجة رغبة عدم اشتد  وإذا

Artinya  :Di  saat  isteri  telah  memuncak  kebenciannya  kepada  suami,  maka

Hakim )berwenang( menjatuhkan  talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, maka

gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah

memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
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1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang

terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237

K/AG/1998  tanggal  17  Maret  1999  yang  berbunyi  :  “Perceraian  dapat

dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975,  maka  Majelis  berpendapat  gugatan  Penggugat  patut

untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat  belum pernah bercerai  dengan

Tergugat,  dikaitkan dengan ketentuan Pasal  119 ayat  (2)  huruf  c  Kompilasi

Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa  talak  yang  dijatuhkan  Pengadilan

Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan

Penggugat dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.  Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap 

Penggugat (xxxxxxx);

3.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  13  Rabiul  Awal  1443  Hijriah  oleh  Dra.  Rita  Nurtini,  M.Ag

sebagai  Ketua Majelis,  Dra.  Siti  Masitah,  S.H.  dan Dra.  Hj.  Mardiah,  M.Ag.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
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Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Dra.  Zuairiah,  S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

Dra. Siti Masitah, S.H.

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Ketua Majelis,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 550.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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